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LAMPIRAN 4
Surat Setoran Pajak (SSP)

SURAT SETORAN PAJAK 1
, DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
(SSP)

" DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP N IR N U T S NN S N A R TS N R

Diisi seswai dengan Nomor Pokok Wafib Pafak yang dimiliki

NAMA WP

ALAMAT WP

NOP N T I

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Uraian Pembayaran : ... e s
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran ¥

| 1 1 1 1 1 | | 1 1 |

Masa Pajak

Apr | Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov | Des Tahun Pajak

Jan | Feb | Mar

| L 1 1
Diisi Tahun terutangnya Pajok

Beri tanda silang { X ) pado kolom bulan, sesuai dengan pembayaron untuk mosa yang berkenaan

IR vl BT A B A BT A

Nomor Ketetapan H
Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atou SKPKBT

Jumlah Pembayaran PR Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang @ e s e
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ...cormmmman s , Tanggal oo
Cap dan tande tangan Cap don tando tangan
Nama Jelas : Nama Jelas : U S S

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

e

F.2.0.32.01




LAMPIRAN 5

78

Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) Atau Pasal 26

Lersbar keel
Lembar kee2

tuk - Wajib Pajok
sk : Permotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
K 'OR PE A AJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Tanda tangan, nama dan cap

NOMOR 2 .. .oooooreiraniarencasnennansassnranaasaans 2}
NPWP H - - - ] - - 2
Nama Wajib Pajak
Alamat
i
No. Jenis Penghasilan Jumiah Pel;lgzl::)!lhn Bruto :’:Z‘ Tarif PPh yn;:;‘)enlung
Ber-
Lies Q) o) n:)" S ©)
1. |Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas E]
2. |imbalan Distributor MLM |
3. |Imbaian Petugas Dinas Luar Asuransi -
4. |Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan -
5. |Imbalan Kepada Tenaga Ahli -
6. |Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang E]
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7. |asa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan D
Lain kepada Mantan Pegawai
8. |Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai L
Imbalan kepada Peserta Kegiatan -
10. |Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan D
11 kepada Bukan Pegawai yang D
tidak bersifat berkesinambungan
12. |Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Tcrbilang T ——————
*) Lihat petunjuk pengisian
Parkddam:: = = = T Bttt st adas e aas aa s i uasesths 20 ;i “
1. Jumiah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pemotong Pajak 5
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
3 0 h > .
s s semesnyas o (e T O O O O o S 6
wrmansmmnoennggagy) | B 580 I 1 5 5 0
S m—— s CILIT I T I TITITTITTITTITT]
diisi dengan lengkap dan benar,




LAMPIRAN 6

Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) Atau Pasal 26

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajok
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR 2 i i canssn assns emon's 2
NPWP J - - - - - @
Nama Wajib Pajak S
Alamat :
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
[ @) 3) ) )

I. | Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekal

2. | Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.

JUMLAH

Terbilang : .

*) Lihat petunjuk pengisian

Pemotong Pajak «

NPWP : - - & =

Nama

Perhatian :

L. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah

Tanda tangan, nama dan cap

apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.02




LAMPIRAN 7
Formulir 1721 — Al

« E 1. Lombar 1 untuk Pagawai
3 L BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI 2. Lembar 2 untuk Pamotong Pajak
= PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI 3
5 KEMENTERIAN KEUANGAN Ri TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA z 2
4 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK H
[NOMOR URUT
[NPWP PEMOTONG PAJAK
INAMA PEMOTONG PAJAK
[NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTHTIJHT
[NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTHTIHT
[ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTHTUHT
[STATUS. JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING [eawn [ron kaven [Coweima [ eenemeuan [ karvavean asina
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K ™ e
iagaTAN MASA PEROLEHAN PENGHASILAN so
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : | RUPIAH

= PENGHASILAN BRUTO :
GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT

~

TUNJANGAN PPh

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN %

PEMOTONGAN PPh PASAL 21

7. JUMLAH (1 5.d. 6) 7

8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9
*  PENGURANGAN :

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 10

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 1

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13
+  PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13) 14

15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 5

16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 18

3

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)

&

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

o

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
21. PPh PASAL 21 TERUTANG 2
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 2

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah

22b. Dipotang dan dilunasi dengan SSP 22

23. JUMLAH PPh PASAL 21
|a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)

[Ib. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)

24, JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH
[la. oeotona pari PemeavARAN G BULAN TAHUN
[Ib. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

[Jremorona pam [Jrussa pr— o ™
TANOA TANGAN DA AP PERUSANARN

NAMA LENGKAP

NPWP

JIKA FORMULIR INT TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRT SESUAI DENGAN BENTUK INT

80



LAMPIRAN 8
Formulir 1721 — A2

3
i
2 L Lamber 1 sk Popus
Lembar 2 untuk Pemotong Pajsk
E 1 72 1 - A2 BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWA( &
2 NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI §
E DEPARTEMEN KEUANGAN RI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA g 2 0
e DIREKTORAT JENDERAL PAJAK z
=
INOMOR URUT

[INAMA INSTANSI / BADAN LAIN

[NPWP BENDAHARA

[INAMA BENDAHARA

INAMA PEGAWAI / PENSIUNAN

INIP / NRP

INPWP PEGAWAI / PENSIUNAN

[ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN

[PANGKAT / GOLONGAN

JJABATAN
[STATUS DAN JENIS KELAMIN [rawn [Jriomc kawn e [Jrerempuan
JJUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ TR He/
IMASA PEROLEHAN PENGHASILAN H sSD
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
- PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN ]
2 TUNJANGAN ISTERI ?
3. TUNJANGAN ANAK 3
4 JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 14243 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL [
7. TUNJANGAN BERAS
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.0.9) o]
- PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 1"
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT [e]
13 JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) o]
-+ PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15, JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) s ]
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) o]
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) ]
18. PPh PASAL 21 TERUTANG T
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS| o]

20. JUMLAH PPh PASAL 21

[Ja. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) |E|

[Jb. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

B. - PEGAWAI TERSEBUT [Jowinoaskan [ Jemoanan [earu [ Jrensiun
C. TANDA TANGAN BENDAHARA
{Tempat) 6L [ ™
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
NAMA
NIPINRP

[ A FORMULIR 14 TIDAK MENCUKUPL DAPAT DIBUAT SENDHRI SESUAI DENGAN BENTUR i ]




LAMPIRAN 9

Daftar Pemotongan Pajak (Satu Masa Pajak)

Formulir 1721-1

d

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU

INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

MASA

mm - vy

PAJAK :
vyl HOV

[ ] saru masa pasax

] saru masun pasax

NPWP PEMOTONG : .. .

-—
OOmo
FORMULIR 1721 -1

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

A. | PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT DAN PENSIL YA YANG ILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
o — NAMA — BUKTI PEMO:::Z::L Er— KODE OBJEK | JUMLAH PENGHASILAN | ppp pipoToNG (Rp) | i, E‘EE?‘ES
= - yyyy)

m @) ) ) 5) (6) @ (®) ) (10)
1.

2.

3.

4

5.

6.
[

8.

9.

10.

.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

JUMLAH A PENJUMLAMAN ANGKA 1 5.0. ANGKA 20)
B. :EﬁAWAI TETAP DCANVPAENNGERIMA PENSIIA::;:I#IBHA'[{JSELSEEBR":IAPPTNKSP. ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA ORANG
C. | TOTAL JUMLAH A + B)
- -

[N Rl

no=Too~on

82



LAMPIRAN 10
Daftar Pemotongan Pajak (Satu Tahun Pajak) Formulir 1721-1

- DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU -—
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL OOomOia
INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA r
FORMULIR 1721 -1 o

KEMENTERIAN KEUANGAN Rl | mASA PAJAK : [ satu masa pasax Lombar ke-1 : untuk KPP a
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | tmm- yyyy1  ©00 - [] savuranun pasax | NPWP PEMOTONG : - . Lembar ke-2 : untuk Pemotong
S
A. | PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) ‘a
No. NPwPR NAMA ____SumreReTones KODE OBJEK | JUMLAHPENGHASILAN | pop, pipoTonG (Re) | ity | Meoaus | P
(dd - mm - yyyy) |

M @ 3) () (5) ®) (] ®) (&) (10) e
1. s

- A

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

°

N

©

>

o

16
17.

18.
19
20

JUMLAH A (PENJUMLAMAN ANGKA 1 5.0. ANGKA 20)

B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA . ORANG
" | DAN 'YA YANG ANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP '

0

TOTAL (JUMLAH A + B)




LAMPIRAN 11

Daftar Bukti Potong Tidak Final Formulir 1721-11

- DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DDD-
DAN/ATAU PASAL 26
ini untuk PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI FORMULIR 1721 -1l
nggf#gﬁ:#ﬁ!ﬁggﬁf :ANJill( m.:?:,;‘}“fn :__ - NPWP PEMOTONG : . . - peiirind g fbrions :::mmg
NO. NPWP NAMA ——— SR PEMO:::Z::L P p—— KODE OBJEK J“"“-‘B"‘Rﬁg?:p‘)s'm“ PPh DIPOTONG (Rp) gggaslﬁ
) @ 3 ) 5 ) @ ® ©
3 5
2.
3.
4.
5.
6.
W
8.
o
10.
1",
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
JUMLAH (ENJUMUAMAN ANGKA 1 5.0 ANGKA 20)
- =i

DO

no=ToTo"~"0

84



LAMPIRAN 12

Daftar Bukti Potong Final Formulir 1721-111

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(FIN.

AL)

ini untuk

PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-Vil

MASA PAJAK :

(mm - yyyy]

NPWP PEMOTONG : .

-
=m0 a
FORMULIR 1721 - Ill L

Lembar ke-1 : untuk KPP a
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NO.

NAMA

BUKTI PEMOTONGAN

NOMOR

TANGGAL (dd - mm - yyyy)

KODE OBJEK
PAJAK

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
(Rp)

PPh DIPOTONG (Rp)

1)

@

()

@)

(5)

()

@

)

no=To~n

bl A

o

L]

JUMLAH (PENJUMUANAN ANGKA 1 5 D. ANGKA 20)

85



LAMPIRAN 13
Formulir 1770 S

86

| . - .
SPT TAHUNAN N ‘
« < 2 0
3 1 770 S PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI |3 |
= [BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : s
5 KEMENTERIAN KEUANGAN RI * DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; 2 []sPT PEMBETULANKE - ...
L DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | « DALAM NEGERI LAINNYA: DAN/ATAU -3
+_YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
7 V5 3 TRTAMTAM e SERITANOA PADA | | IOTAK PN YANG SESUM
NPWP -] ‘ L ‘ ‘
T T T T =T T
NAMA WAJIB PAJAK | ‘ | l l ‘ ‘
PEKERJAAN ‘ ‘ ‘ Kw: | ‘ | |
E NO. TELEPON []- NO. FAKS [ 11 ] |
| Ll | . L] {1 |
a STATUS KEWAJIBAN D D D D T
2 PERPAJAKAN SUAMHISTERI g e bigd M
T T T 1
NPWP ISTERI / SUAMI $ | | |
data di: terpisah dari SPT Tahunan FFh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan
Formulir Perubahan Data Waijib Pajak dan yang
) Pengsian kolom holom yang bersl nila rupiah harvs (anpa nlal desimal (conion penisan ihat peunjuk pengisian halaman 3) RUPIAH )
1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 1
1721-A1 danati 172142 arka 14 yarg diamprian atau Bukt Posong La] i RS
[ 2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA 2
I} [Disi sesuai dangan Formule 1770 -1 Jumiah Bagan A | = |
zZ 3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 3
2 {Apatila mamilk pengnastan dar s negei a3ar dis dar Lampean Tersenin, ihat pefuniuk pengsan] Ll
g 4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+243) | 4
z
&
o 5 ZAKATISUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB 3 ? 5
<
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT 6
YANG SIFATNYA WAJB (4-5) L]
P — — — N
G35 |7 PENGHASILAN TIDAK KENAPAJAK TK! K K/l 7
zo e e e e
< =
§ § | 8 PENGHASILAN KENA PAJAK (67) 8
o L1
e 9 PPhTERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8 S
2 (Bagl Wajb Pajak dengan status PH atau MT disi dari Lampkan n baglan G: 9
E Lampiran st d
& 10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 1
=] 0
£ R
:. 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) 1
12 PPh YANG DIPOTO! IHAK L DANATAU KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI DANATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Disi dari Formule 1770 S-1 Jumiah Bagian G Kolom (7)]
5 v [C]  PPhYANG HARUS DIBAYAR SENDIRI bR
2 b []  PPhYANGLEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
a
= —
S |14 PPhYANG DIBAYARSENDIRI  a. PPhPASAL25 14a)
£ —
a b, STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) 14t
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b) 15
2 TGL LUNAS
= 16 D a PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) . []
z (13-15) . 16
B D b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) oL an ™~
3
2 17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
s a [Jomestrusian . [Jomemen e Terinis)
£ o [Jowemear PASAL 170 (WP yang Memenuni Persyaratan Terentu}
u UTANG PAJAK
-3
£ H £ | 18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR -
H L DIHITUNG BERDASARKAN :
gd: . []1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
w g F b jPE NGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
H a | |Fotokopi Formule 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukil Potong PPh Pasal 21 . [ |Perhitungan PPh Terutang bagi Wajb Pajak dengan status perpaiakan PH atau MT
L
[ 1 o[ | |Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 20 ..
3| e [owotwunsa kiwsus (12 asasan)
PERNYATAAN
Dutaen mimpuie sopoubrye S sogs chbuns wimew Sk sartl shnit dorgen Lt AT FANOA TANGAN

undang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah boritahukan diatas boserta lampiran-ampirannya
il b Nk da ol

DW"J'EPNAK DKUASA TANGGAL N TG ™1 T 17T
[TITTTTT
NPWP ‘ ‘

NAMA LENGKAP

AREAD
-




87

n:

*) - DTP: Ditanggung Pomerintah
Kolom pishan PPh Pasal (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumiah yang disi adalah maksimum yang dapat direditkan sesual lampiran tersendir

(3nat petunjuk pengisian tentang Lampiran | Bagian C dan Induk SPT angka 3)

I JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI I

Halaman ke-

- LAMPIRAN - |
« % £
S 1770S -1 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 3
2 a
3 s e i2 0
o KEMENTERIAN KEUANGAN RI ® PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 2 ]
E DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . DAFTAR PEMOTONGANPEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG §
PEMERINTAH b=
NPWP : \ L] L] LT
F 1
NAMAWAJIB PAJAK - \ [ [T I T T T T T T T TITTITITT [ [ [T T]
BAGIAN A PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK T A PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO. JENIS PENGHASILAN JUMLAH FENGHASKAN
(Rupiah)
&) @ @)
1. |BUNGA
2. |ROYALTI
3. |sEwa
4. |PENGHARGAAN DAN HADIAH
5. |KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
6. [PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH BAGIAN A JBA
Prvan Mo G A ke Formir w1705 Sagan A
angka (2)
BAGIANE : AN YANG TIDAK T OBJEK PAJAK
NO. JENIS PENGHASILAN JUMLAH PENGHASIAN
(Rupiah)
a0 @ @)
1. [BANTUANISUMBANGANIHIBAH
2. |WARISAN
3. |BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
_|PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGS!
4. |KLAIM ASURANS! KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5. |BEASISWA
6. |[PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
JUMLAH BAGIAN B 88
BAGIANC : DAFTARPEMOTONGANPEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA PEMOTONG/ NPWP PEMOTONG/ BUKTI PEMOTONGAN/ JENIS PAJAK - JUMLAH PPh YANG
e PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK EEMUMGUTAN FEnCASALEL DIPOTONG / DIPUNGUT
NOMOR TANGGAL 22/23/24/26/DTP*
) @ @ @ B ) [
1.
2
3.
4
5.
dst
JUMLAH BAGIAN C - J8C
i T Bagan CRa Farmalr
Catata Induk 1770 S Bagisn D angka 12

halaman Lampiran-|
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1770S -1

LAMPIRAN - Il

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN

RI HARTA PADA AKHIR TAHUN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DANATAU BERSIFAT FINAL

TAHUN PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK

NPWP }‘} [ ] [

EEEEEE

=
[

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK/

2.

1. |BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT

NO. SUMBER/JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO PPh TERUTANG
(Rupiah) (Rupian)
(1) (2) 3) (4)

BERHARGA NEGARA
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

©

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

HADIAH UNDIAN

L

~N

®

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA
SERAH

~

@

KEPADA ANGGOTA KOPERASI

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI

PENGHASILAN DARI TRANSAKS| DERIVATIF
DIVIDEN

PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DANATAU BERSIFAT FINAL

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :_HARTA PADA AKHIR TAHUN
KODE TAHUN
HARTR NAMA HARTA SO SR HAHGA( :“E;:!SLEHAN KETERANGAN
(2) 3 (4) (5) (6)
3.
4.
5
dst
T DR o —
BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NO. KODE NAMA PEMBERI PINJAMAN ALAMAT TAHUN JUMLAH
UTANG PEMBERI PINJAMAN PEMINJAMAN
m] @ @) @) (5) (6)
1
2
3
4
5
dst
JUMLAH BAGIAN C - JBC
BAGIAN D : _DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO. NAMA NIK HUBUNGAN KELUARGA PEKERJAAN
(1) (@) 3) ) (5)
1
2
3
4
5

[ JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPY, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI ]

Halaman ke- |

dari |

| hataman Lampiran-1i
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LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU

ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

Uraian

Penghasilan Neto Suami

Penghasilan Neto Isteri

m

(]

3)

4)

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

[Dilsi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]

[N

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]

w

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3)

«

ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB
[Diisi dari Formulir 1770 Baglan A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]

o

JUMLAH (1424+344-5)

N}

[Khusus Bagi WP OP yang

KOMPENSASI KERUGIAN

Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]

8 |JUMLAH PENGHASILAN NETO (6-7)

Uraian

Nilai

m

(2)

(3)

[JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [ A.8.(3) + A.8.(4) ]

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

PENGHASILAN KENA PAJAK[B-C]

m|o|oO

PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)

1

2

3

4

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)

PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [ (A.8.(3) / B) X E ]

[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 8 Formulir 1770 S]

PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [ (A.8.(4) /B) xE]

[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S)

Tanda Tangan

Tanda Tangan




Formulir Perubahan Data ini disampaikan terpisah
dari pelaporan SPT Tahunan, dengan dilengkapi dokumen
yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak mengalami perubahan.

A. FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

SEMUA INFORMASI HARAP DIIS! DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

Jenis Perubahan: [T] Permohonan wajib Pajak
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak D:] D L_l_l_l L_l_l_l
2. Nama Wajib Pajak [ [TTT] ] l =]

Gelar Depan ] | I I [
B. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

[[] perubahan Data Secara Jabatan

1. Perubahan Kategon
Waijib Pajak orang pribadi

[]1. orang Pribadi

[]2. wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB]

[C]3. 1stri dengan harta dan (PH)
[J4. 1stei memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)

[Js. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT)
2. Perubahan itas Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak

Gelar Depan CITTITTTT T Joswsemans[ TT ]I
Tempat /Tanggaltanisegboin-ton) [ 1 1 1 1 1T 1 1T T 111111/ I T T

—
—

No. Paspor: | |
Nomor Telepon/Handphone [ | | | | | [ [ [ [ [

Status Perkawinan [ xawin []2 Tidak Kawin
Kebangsaan [Jindonesia v: [T 1 ][ |
[asing = Negarasat [T T T i
I I
l I

E mai 1 O 5

3. Perubahan Sumber Penghasilan Utama

[ ]rexerinan dalam hubungan keria  [_] 1. Prs ] 2. m™roLrt KLU
3. Pensiunan 4. Pegawas swasta 1T1T11]
[]5. Pegawai BuMN/BUMD  [] 6. Pegawai Badan Publik (diisi oleh petugas)

[]7. Pejabat Negara/Daerah  [_] 8. Pekerja pada pemberi kerja yang tidak
termasuk sebagai Subjek Pajak
[CJo. pegawai tainnya Uraian [ |

D Kegiatan Usaha | l

I
|
I

CLELT

(diisi oleh petugas)

[TTTTTITITTITTIT]

N O I

Merk Dagang/Usaha [TITITITITTIT
Memiliki Karyawan ] va [C] Tidax
]

Metode R

[[Jpexerjaan Bevas

KLU

|
} I
I

(diisi oleh petugas)

Merk Dagang/Usaha 5 1 e 5 ) T 5 L O O D 0 Y
Memiliki Karyawan v [ Tidax
Metode Pembukuan/Pencatatan || Pembukuan [ _| Pencatatan

[tatnava | T o

| [ I 5 I T

] ] | l (diisi olch petugas)

90
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4. Perubahan Alamat

[] Tempat Tinggal
[[] Domisiti kTP
D Tempat Usaha

Alamat Baru:
Jalan T T T T T T T T I T T T T
5 T 1 5 1 O 5 6
Blok LTI T T T T T T T T T T T I T T I T I 11]
Nomor RT/RW /
Kelurahan/Desa 1 I 6 ) ) i e
Kecamatan O N I 16 P (5 Y PO 8 o 5 O ) P s o i
Kota/Kabupaten | N T i ) O I O Y Y () T ) ) 1 I
Kode Pos 1 |
Propinsi 1 1o ) P i o
Nomor Telepon LT T T T T T T T T Ivormssmse CT T T T T TTT1]
C PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN
C.1. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN (kecuali Bendahara)
1. Perubahan Bentuk Badan [ _]1. Perseroan Terbatas (PT) |2 Perseroan Komanditer (CV) s perseroan ainnya
[Je. sumn/sumn [ Js. virma (eay e konesi
[]7 xoperasi [[Js. pana peasiun [[o- rersemutunn dan peexumputan
[]10vayasan [Tt organisasi masse 12 oreanisas: sosiat potcc

D 13.Organisasi lainnya

D 16. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

[]14. Lembaga dan bentuk badan tainnya

D 15. Kontrak investasi kolektil

N

. Perubahan Permodalan/Kepemilikan

w

Perubahan Nama Wajib Pajak

4, Perubahan Alamat Tempat Ki

PMA PMDN Pemerintah Lainnya
O O O O

Jalan

Blok

Nomor
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Kode Pos
Propinsi

Telepon/Faksimile dan E-mail :
Nomor Telepon

E-mail

S. Dokumen Dasar Pendirian dan/
Nomor Akte

Tempat/Tanggal Akte  (tgl-bln-thn)
Nama Notaris

Nomor Akte Perubahan

o

Perubahan Tahun Buku

~

. Perubahan Jenis Usaha / Kegiatan

8. Perubahan Merk Dagang/Usaha

[TT T T TTTIITTT11]
N O 1 6 O

l rw [TT /01T

Y 6 6 56 1 6 4 O O I I
I ) I ) O i 1 W, 1
il O ) 6 5O 0 6 1

| 6

S 5 i 0 1 O A

I

1
b:

atau ﬁru ahan terakhir:

s

|
} CIIT1]
I

] ——

| W60 ) ) s 1
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9. Perubahan Pimpinan/Penanggung Jawab :

=

et

e~

O

| N O ) )

Negara Asal L

No. Paspor: [_]_|

i R Y 0 O

|

[Casing

[Jmdonesia

l_l_}{llll
I

Nama
Jabatan
Kebangsaan

NPWP

Alamat domisili:
Jalan

]
]

 ER L ) S ) )
| T () O ) Sl

ol ) O N O O O ) OO0 N

|

[ ]

|
LT

I T O O O O O
I

[

I O |

1

Blok

S HHHHH

Nomor

) O I O O
TTTTTTTTTTITITTTT]

| T e I O

Kelurahan/Desa

LITTTTTTTT

Kecamatan

LITTTTTTTIT

| T e i W

Kota/Kabupaten

e e T O I S L (Y

Propinsi

Kode Pos

| Jrorwssmse | | | | T 1 11171

[
| 1 S 5 e S I O O T 4

| 1 O O

Nomor Telepon

Nomor Handphone

LTI T T T T T T I T T T I I T T T T TITITITITIT]

C.2. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BENDAHARA

E-mail

I

L T P

I

I
I
|

[

]

RT/RW [

S

[

I

5T 0

[T TT T T T T T T T Jeecrmonene

10. Nama Resmi Jabatan Bendahara

11. Nama Satuan Kerja/

12. Nomor Surat Penunjukan

13. Alamat Satuan Kerja/

Jalan

Blok

Nomor

Kelurahan/Desa
Kota/Kabupaten

Kecamatan

Kode Pos

S ) O I O O O 1 ) D

Propinsi

[

Nomor Telepon/Faksimile:




Pejabat

T LT AT I I
ditunjuk sebagai
Bendahara: HEEEMEANEERYNERESEAEEE s
NIK/Nomor KTP S O e ) ) o 1
NPWP Orang Pribadi pejabat bendahara: O CEO £ O ELL3 11
lS.JAIAT:xnal domisili:
Blok | |
Nomor RT/RW [ ]/ ]
Kelurahan/Desa i | 11 | [ o G |
Kecamatan LLTT I O O
Kota/Kabupaten = I ! i3] J:=] I | 1, O ]
Kode Pos LI [
Propinsi LT [ T S O O | [T T T TTT]
Nomor Telepon CET T T T T T T T T T Jno raeimie T T TTTT]
Nomor Handphone O O 6 0 ) I O [T TTTT]
E-mail 1 S ) O Y O O I N PO N

D. PERNYATAAN

Dengan akan D sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang)|
berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

................ o SEGEA o coeiii it R
‘Telah diteliti: Petugas, Pemohon,

[ILengkap dan Benar

F.0.0.3.2..




LAMPIRAN 14
Formulir 1770 SS

94

STAPLES HANYA PADA BAGIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

“AT7088

PERHATIAN
®  SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
B 151 DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

PAJAK PENGH

® BERI TANDA® X * PADA (KOTAX PILIHAN) YANG SESUAI

SPT TAHUNAN

ASILAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
wor (] SPT PEMBETULAN KE ws -......

N1

TAHNPAI
w20 s

DIISI OLEH PETUGAS KPP

BARCODE DITEMPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

:

12

IDENTITAS
WAJIB PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK  182:

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN

2 Pengurangan
(Oisi jumiah pangurangan dari Formulir 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14)

3| Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/,

(Diisi jumiah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 15 atau 1721-A2 angka 18)

4| Penghasilan Kena Pajak (1-2-3)
5| Pajak Penghasilan Terutang

6 | Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain
a.an[_| Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri *

- (5-86)
b An[:l Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong

K[ ] w,

1| Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya | 1| an

]

| |
2| au ]
[3] =] |
[] =] l
O |
!-i.:‘ A0S ‘
[7] s |

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK

8| Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final

9 Pajak Penghasilan Final Terutang

E!Ml

an |

[=]

12| Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak

10| Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak 10| e |
C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN
11| Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak cot | ‘

cn |

PERNYATAAN

Dengan P akan segala termasuk sank: k
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar,

2 - -
ad i

sesual dengan

lengkap, jelas

Wy

yang berlaku

TANGA TANGAN

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3.
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